
BUP,ATI KATNNGAN
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TENTANG

PENYEI.ENGGARAAIU SISTEM PENGENDALIAhI INTERN
PEMERIN]TAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

BIJPATI KATINGAN

: a. bahwa unluk terwujudnya penyelenggaraan tata kelola
kepemerintahan yang baik perlu arlanya parameter yang jelas
dan terukur dengan adanya penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah
Kabupaten l<(atingan serta untuk mellaksanakan ketentuan pasal
60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem
Pengendaliarn Intern Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.

Mengingat Pasal 18 ay'at (6) Undang - Undi,rng Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun L945;

Undang-Unclang Nomor 5 Tahun ,1.002 tentang Fembentukan
Kabupaten l(:atingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Ftaya dan Kabupaten Barito
Timur di Provinsi Kalirnantan Tengah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 200,'t- Nomor 18, Tambahan
Lembaran Nl,eguru Republik Indonesl;: Nomor 4180);

Undang-Unr,Jlang Nomor 1 Tahun 20i04 tentang Perbendaharaan
Negara ( Lrembaran NeEara Repuhlik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, '[ambahan Lembaran l{egara Republik Indonesia,
Nomor 275:l );

Undang-Uru1lang Nomor 10 Tahun :1004 tentang Pembentukan
Peraturan lterundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia -liahun 2004 Nomor 53, l'ambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a3B9);
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5. undang-Undang Nomor 32 Tahun i1004 tentang pemerintahan
Daerah ( Lr:mbaran Negara Republik Indones:a Tahun 2ao4
Nomor 125,, Tambahan Lembaran r\eEara Republik Indonesia
Nomor 443't) sebagaimana telah bebeiapa rati diuban terakhir
dengan unrrdang-Undang Nomor Lz Tahun 2008 tentang
Perubahan k,edua atas undang- uncl,ang Nomor 32 Tahun 2ao:4
tentang Pernerintahan Daerah ( l..embaran Negara Republik
Indonesia Tiahun 2008 fr,lomor B T;lmbahan Lem-baran Negaia
Republik Inclonesia Nomor 4844);

6, Peraturan Femerintah Nomor sg Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran NeEara Republil
Indonesia T,'rhun 2005 Nomor L4o, Tambahan Lenibaran Negara
Republik Inclonesia Nomor 4S7B );

7,, Peraturan Femerintah Nomor 3ig Tahun Z0O7 tentang
Pembagian Urusan pemerintah;nn antara pemerinhh]
Pemerintaharn Daerah provinsi cran pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota ( Lembaran frlegara Republik Indonesia
Tahun 20a7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nrornor afi7);

B, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanrg organisasi
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
2007 Nomrcr 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nromor 474t);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 60 lahun 2008 tentang sistem
Pengendalian Intern Pernerintah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nonor L27; Tambahan Lembaran Negara
Republik Inclonesia, Nomor 4890);

Llc. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentanE pembagian
urusan Penrerintahan Yang Menjadi Kewenangan pemerintah
Kabupaten Katingan ( Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2008 Nomor 3);

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun zooT
tentang Pent;elolaan Keuangan Daerah;

II'!EMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAI1I DI LINGKUNGAN
KATINGAH.

KI\TINGAN TENTANG
PIENGENDALIAN INTERN
PIHMERINTAH KABUPATEN

Menetapkan



BAB I
KETEN UAN UMII.IM

Pasal I
Dalarn Peraturan Bupati Katingan ini yang r,limaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya di sebut SPI adalah

proses integral pada tindakan dan keqiatan yang dilakukan secara

terus-menerus; oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan kLeyakinan atas tercapain'yra tujuan organisasi melakui

kegiatan yang efeKif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan kelaatan terhadap peraturan

perundang-unrlangan.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerinhh, yang selanjutnya disebut

SPIP adalah liistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan

secara menyeJlruruh terhadap proses perrancangan dan pelaksanaan

kebijakan serta perencanaan, pengernggaran, dan pelaksanaan

anggaran di lilrigkungan Pemerintah Dererah Kabupaten Katingan.

3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemrantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaretan tugas dan fungsi orEanisasi dalam rangka

memberikan l<eyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

s€c?ra efeKif' dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

4. Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Bupati dan perangkat

,daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Katingan.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

:selanjutnya di sebut BPKP, adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

7. Inspektorat Kabupaten Katingan adahh aparat pengawasan intern

Pemerintah Daerah Kabupaten Katingiln yang bertanggung jawab

langsung kepada Bupati Katingan.

8. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Kabupat€n Katingan

sebagaimana telah diatur dalam Pera[uran Pemerintah Nomor

41 Tahun 200V.
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Audit, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi

bukti yang diliakukan secara independen, obyektif dan profesional

lberdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan,

ikredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi

pelaKanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Reviu, adalah penelaahan ulang buKi-buKi suatu kegiatan untuk

memastikan [rahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai

,dengan ketentuan, standar, rencanil, atau norma yang telah

ditetapkan.

lEvaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau

prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang

ilelah ditetapkan, dan menentukan faKor-faKor yang

rnempengaruhl keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dillam

mencapai tuju,an.

lPemantauan, adalah proses penilaian kemajuan suatu program

iatau kegiatan dalam mencapai tujuan ''yang telah ditetapkan.

lKegiatan pengiawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang

ilntara lain berrupa sosialisasi mengertai pengawasn, pendidikan

rjan pelatihap pengawasan, pembirnbingan dan konsultansi,

;pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

lPetunjuk Pelarksanaan Penyelenggaftxan SPIP adalah Petunjuk

lPelaksanaan atas Peraturan Bupati Katingan tentang

penyelenggaretan SPIP, yang mernuat kebijakan, strategi,

metodologi penerapan, dan pengintegrasian seluruh affiivitas

manajemen F,effierintahan daerah, untuk memastikan bahwa

rseluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan

pernerintahan daerah/perangkat daer,ah dalam rangka menjamin

pencapaian tuiuan yang ditetapkan.

Pasal 2

lUntuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efeKif,

efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati Katingan melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

lGbupaten lGltingan.

L4.
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(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan

berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerinttah dan peraturan pelalsanaannya.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk

memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efeKivitas

dan efisiensi pencapaian tujuan peniyelenggaraan pemerintahan

Kabupaten Katingan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

BAB II
PENYELHNGGARAAN SPIP PADA PEMERIhITAH

KABUPATEN KATI]IGAN

Pasal 3

(1) t'erangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan

lvajib menerapkan SPIP sebagaimana rJimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2) yang meliPuti unsur:

a. Lingkungan Pengendalian;

b. PenilaianFlr,esiko;

(:. Kegiatan Pengendalian;

d. Informasi dlan Komunikasi; dan

o. Pemantauatn Pengendalian Intern.

(2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalerh sesuai dengan Pasal 4 sampai dengan Pasal 46

Peraturan Pernerintah Nomor 60 T,ahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian llntern Pemerintah.

(3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana rJimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilakrsanakan menyatu dan rnenjadi bagian integral dari

kegiatan Perarngkat daerah.

Pasal 4

(1) Pgnyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah lGbupaten

Kltingan dikoordinasikan oleh Seketaris Daerah Kabupaten

Katingan.

(3)



(2) Pr:nyelenggaraart sebagaimana dintraKud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pellaksanaan Penyelenggaraan

SPIP yang disusun sesuai dengan pedonruan teknis penyelenggaraan

SPIP yang ditetapkan oleh Kepala BPKP sebagai pemtrina

penyelenggaraan SPIP.

(3) Ketentuan lehih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan

Pr:nyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengian Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 5

(1) Dalam proses pembangunan dan pengernbangan SPIP dibentuk

S*uan Tugas SPIP Pemerintah Kabupat,en lGtingan.

(2) Kt*entuan lebih lanjut mengenai susunixn dan tugas pokok Satuan

Tugas SPIP Permerintah Kabupaten Ketingan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Katingan.

BAB III
PE NGUATA}I EFEKTIVITAS PE NYHLENGGARAAF{ SPIP

Pasal 6

(1) Pemimpin perangkat daerah beftanggung jawab atas efektivitas

penyelenggari:tan SPI di lingkungan masing-masing.

(2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk

akuntabi litas l<euangan daerah.

Pasal 7

(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) dilakukan oleh InspeKorat Kabupaten Katingan.

(2) Inspektorat I'Gbupaten Katingan sehagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaliukan pengawasan intern melalui:

a. audit;

b. reviu;

c. evaluasi;

d. pemankruan; dan

e. kegiatarr pengawasan lainnya.

/



Pasal 8

xnspiglcsrst Kabupaten Katingan melakukan pengawa$an terhadap

seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah yang didanai dengan AnEgaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kahupaten Katingan.

BAB IV

KETEIITUAN PENI,'TUP

Pasal 9

Petunjuk pelaKanaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 4 ay,at (2) harus segera ditluat dan setelah Peraturan

Bupati ini ditetapkan.

Pasal 10

Perarturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap oranq mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan

Perarturan Bupati lGtingan ini dengan penempatannya dalam Berita

Daenah Kabupaterr Katingan.

Ditetalpkan di Kasongan

Pada tanEgal l\ DEaert roe $- aolo

rluPATr KATil{GAN,
(

4,Mt--
DU'WEL RAW'ING

Diundangkan di Kasonr;an

Padra tang;gal * DE6E/"r rbEL

SEI(RET/IRIS DAERAIH IATEN KATINGAN

TATEL LADJU

BEFITA

NOtvtoR ; +1
I(ABI",IPATEN KATINGAN

t'
{


